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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DI BPR CABANG CARENANG 

A. Analisis Proses Wadiah Pada Produk TAMASA di BPR Cabang 

Carenang 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR hanya 

melakukan kegiatan berupa simpanan dalam bentuk deposito 

berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada 

umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. 

Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank 

Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Negara (LPN), Lembaga 

Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit 

Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga 

Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), 

dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan 
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UU perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan 

tatacara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
55

 

Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa 

lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan 

masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, 

maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Karena itu, UU 

perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status 

lembaga- lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan 

keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan 

dan tatacara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud 

ditetapkan dengan peraturan pemerintah.  

Tabungan tamasa dalam pengelolaannya di PD.BPR Serang 

Cabang Carenang suatu produk simpanan modal kerja, akan tetapi 

tabngan wadiah kita pisahkan dengan tabungan-tabungan lainnya 

yang ada di PD.BPR Serang Cabang Carenang, karena tabungan 

wadiah ini hanya suatu titipan saja, sebagai pengelolaannya 

tabungan wadiah ini sebagai tabungan murni titipan untuk nasabah 

jika nasabah membutuhkan sewaktu-waktu maka tabungan wadiah 
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 PD BPR Serang, htpp://www.bankserang.com, diakses pada 12 agusrus 

2019, pukul 10.00 WIB. 
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ini bisa diambil kapan saja, jika nasabah memiliki angsuran maka 

tabungan wadiah ini bisa diambil untuk memenuhi angsurannya jika 

tidak terbayar, maka pihak bank akan melakukan potongan di dalam 

tabungan wadiah yang nasabah gunakan untuk angsurannya biar 

tidak terpotongnya akan simpanan modal kerjanya untuk angsuran 

yang nasabah pinjam maka dari itu adanya tabungan wadiah untuk 

titipan dan dapat digunakan sewaktu-waktu dan dapat diperlukan 

sepenuhnya. Karena untuk tidak adanya potongan dalam simpanan 

modal kerjanya, maka dari itu nasabah dibukakan tabungan tamasa 

untuk sebagai titipan. Sebagai mekanismenya tabungan wadiah ini 

dipisahkan dalam laporan keuangan di neraca karena tabungan 

tamasa ini titipan murni yang hanya suatu titipan saja maka dari itu 

harus di pisahkan biar tidak tercampurnya dana-dana lain karena 

tabungan tamasa itu murni tidak adanya bagi hasil akan tetapi 

adanya pemberian saja hadiah/bonus yang sukarela dari pihak bank 

tersebut.
56

 

Tabungan tamasa merupakan tabungan yang dijalankan 

berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan 
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 Rohimi, wawancara dengan Kepala Sub Seksi Umum & Sdm, pada 

tanggal 12 Agustus 2019 
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dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. 

Dalam hal ini nasabah bersifat penitip yang memberikan hak kepada 

bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau 

barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab 

terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya 

kapan saja pemiliknya menghendaki, sedangkan nasabah penitip 

tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Namun 

demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik 

harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain 

pemberian bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif 

selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening yang 

merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela. 

Persyaratan yang harus dibawa oleh nasabah adalah kartu 

tanda penduduk atau Kartu keluarga, Materai, saldo minimum Rp 

50.000,- saldo minimal  Rp 50.000,- dan mengisi formulir. Apabila 

nasabah setelah melakukan pembukaan tabungan tidak berjalan atau 

disebut dengan nasabah pasif maka BPR Cabang Carenang 

mempunyai kewenangan untuk menutup tabungan tersebut.  Dalam 

penutupan rekening ada biaya yang harus dibayar oleh nasabah 
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sebesar Rp 10.000,-. Sisa dari tabungan itu akan dikembalikan 

kepada nasabah.  

Pembukaan tabungan tamasa merupakan awal nasabah akan 

menjadi nasabah tabungan wadiah. Sebelum melakukan pembukaan 

tabungan tamasa dilaksanakan, BPR Cabang Carenang akan 

memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon 

nasabah. Secara garis besar bentuk formulir pembukaan rekening 

tabungan wadiah sama setiap BPR Cabang Carenang, perbedaannya 

hanya terletak pada tampilan formulir masing-masing bank. Setelah 

formulir diisi lengkap oleh calon nasabah, maka petugas bank akan 

memeriksa formulir yang telah diisi kemudian memberikan tanda 

tangan paraf dipojok kiri bawah.
57

 Langkah berikutnya petugas BPR 

tabungan wadiah dengan mencantumkan nomor rekening tabungan 

wadiah dan memberikannya kepada calon nasabah. Calon nasabah 

setelah disetujui segera melaksanakan setoran pertama sebagai saldo 

awal tabungan wadiah. Menurut pendapat Ani salah satu nasabah 

BPR Cabang Carenang mengatakan, bahwa pembukaan tabungan 

BPR Cabang Carenang sebesar Rp 50.000,- untuk awal tabungan 
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 Rohimi, wawancara dengan Kepala Sub Seksi Umum & Sdm, pada 
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yang harus disetor oleh nasabah kepada BPR Cabang Carenang, 

ketentuan jumlah pembukaan tabungan ini sesuai dengan ketentuan 

yang diberikan oleh BPR Cabang Carenang kepada nasabah baru 

yang hendak melakukan kegiatan menabung.   

Penarikan tabungan yang terjadi di BPR Cabang Carenang, 

bisa dilakukan dengan cara nasabah harus datang langsung ke kantor 

BPR Cabang Carenang. Penarikan tabungan menggunakan sarana 

yang disediakan oleh BPR Cabang Carenang yaitu slip penarikan 

tabungan. Nasabah boleh menarik jumlah tabungan yang diinginkan. 

Tapi apabila nasabah ingin  menarik dengan jumlah yang besar 

nasabah terlebih dahulu harus memberitahukan pihak bank untuk 

menyiapkan uang tersebunt, karena pihak bank kemungkinan tidak 

memiliki stok dana besar  seperti yang diinginkan nasabah.   Pada 

tabungan BPR Cabang Carenang terdapat bonus yang diberikan 

kepada para nasabahnya sebagai hadiah agar nasabah lebih loyal 

kepada BPR Cabang Carenang. Dalam melakukan kegiatan tabung 

menabung ataupun menggunakan produk lain yang dipilih oleh 

nasabah di BPR Cabang Carenang. 

 Sistem pemberian bonus yang dilakukan oleh BPR Cabang 

Carenang kepada nasabahnya itu masuknya langsung ke rekening 
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tabungan masing-masing nasabah, tanpa adanya pemberitahuan 

kepada nasabah. BPR Cabang Carenang memberikan bonus kepada 

nasabahnya sesuai dengan aturan baik itu tertulis maupun peraturan 

non tertulis. Prinsip tabungan yang digunakan dalam BPR Cabang 

Carenang susuai dengan poin-poin yang ada dalam Fatwa tentang 

Tabungan. Pemberian bonus ini sesuai Fatwa DSN MUI 

No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian bonus pada akad 

tabungan wadiah di BPR Cabang Carenang.  

Contoh Perhitungan Bunga pada BPR Cabang Carenang 

Saldo akhir x bunga % x 1 Bulan : 1 Tahun 

1.00.0 x 3 % x 30 : 365 = 2. 465 

Praktek pengelolaan tabungan wadiah di  BPR  Serang 

Cabang Carenang, dalam produk tabungan tamasa menggunakan 

akad wadiah. Tabngan tamasa di BPR Serang Cabang Carenang 

diaplikasikan sebagai simpanan modal kerja akan tetapi dalam 

bentuk titipan saja yang berprinsip pada wadiah yad dha-dhamanah. 

Dalam pelaksanaan pengelolaannya semua aktifitasnya dalam 

produk tabungan tamasa dipisahkan dari produk-produk lainnya dan 

laporan keuangan, karena tabungan tamasa disini merupakan 

simpanan yang hanya berbentuk titipan saja tidak ada tanpa adanya 
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apapun yang tidak adanya bagi hasil dan juga tidak ada dalam 

pemberian bonusnya akan tetapi hanya bunga sebesar 3% dalam 

akhir bulannya. 

Adapun pemberian bonus atau hadiah tidak boleh disebutkan 

dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar 

pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. 

Jumlah pemberian bonus atau hadiah sepenuhnya merupakan 

kewenangan manajemen bank karena pada prinsipnya akad ini 

penekanannya adalah titipan. Pada tabungan wadiah ini yang 

menggunakan akad wadiah karena pada prinsipnya tabungan mirip 

dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. 

Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain 

yang dipersamakan. Dengan konsep wadiah yaadha-dhamanah pihak 

yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang 

atau barang yang dititipkan. Tentu dalam hal ini mendapatkan hasil 

dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip 

dalam bentuk bonus.
58
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 Muhammad Syari‟I Antoni, Bank Syariah Dari Teori Ke 
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Menurut Hanafiyah, rukun wadiah hanya satu, yaitu ijab dan 

Kabul. Adapun orang yang melakukan akad disyaratkannya harus 

orang yang berakal. Jika anak kecil yang telah berakaldan telah 

diizinkan oleh walinya, hukumnya sah. 

Adapun rukun wadiah adalah hal-hal yang berkaitan atau 

harus ada di dalamnya yang menyebabkan terjadinya akad wadiah, 

yaitu: 

1. Barang/uang yang di wadiahkan dalam keadaan jelas dan 

baik. 

2. Muwaddi, yang bertindak sebagai pemilik barang/uang 

sekaligus yang menitipkannya/menyerahkan. 

3. Mustawda‟ yang bertindak sebagai penerima simpanan atau 

yang memberikan pelayanan jasa. 

4. Ijab Kabul (sighat), dalam perbankan biasanya ditandai 

dengan penandatanganan surat/buku tanda bukti 

penyimpanan.
59

 

Kewajiban orang yang dititipi untuk menjaganya demi 

pemiliknya. Karena, dari pihak pemilik, akad wadiah adalah 
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 Sarip Muslim, Akuntasi Keuangan Syariah Teori Dan Praktik, 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 324-325 
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permintaan untuk menjaga dan penyerahan sesuatu sebagai amanah. 

Adapun dari pihak yang dititipi adalah komitmen untuk menjaga, 

sehingga wajib menjaganya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw: 

نَ  ُْ ٍِمْ  عَلَّ الَْمُسْلمُِ طِ َْ شُشُ       

 “Orang-orang muslim harus menunaikan syarat-syarat yang 

mereka sepakati”.
60 

Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban 

menjamin, kecuali bila ia melakukan kerja dengan sebagaimana 

mestinya atau melakukan jiayah terhadap barang titipan. 

Berdasarkan sabda nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dar al-Quthi 

dan riwayat Arar bin Syu‟aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa 

Nabi Saw. Bersabda: 

ًِ)سَاي الذاسقطىّ( ْٕ ْٔعًٌَ فلَاَ ضَمَانَ عَلَ دِ ََ دَعَ  َْ  مَهْ أَ

“siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin”. 

(HR. Daruquthi).
61

  

Ia juga bersabda: 

                   لاضََمَانَ عَلَّ مُإْتمَِهٍ )سَاي البٍٕقّ(
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 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatihu, (Jakarta: Gema Insani, 

2011), h. 558 
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 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatihu, (Jakarta: Gema Insani, 
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“tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi 

amanat”. (HR. Baihaki).
62

 

 

Dari kedua hadist di atas dapat disimpulkan bahwa wadiah 

hukumnya adalah boleh, dan wadiah merupakan amanat yang harus 

dijaga. 

B. Analisis Praktek Pemberian Hadiah Dalam Tabungan Tamasa 

Di BPR Cabang Carenang Di Tinjau Dari Penerapan Fatwa No. 

86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan 

Dana Lembaga Keuangan Syariah 

Menabung di bank syariah dengan berlaku di bank 

konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena baik bank 

syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan 

teknis perbankan secara umum. Akan tetapi, jika diamati secara 

mendalam, terdapat perbedaan antara keduanya. Dalam 

menghimpun dana dari masyarakat, salah satu produk yang 

ditawarkan oleh bank adalah produk tabungan. Produk ini adalah 

salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk menyimpan dananya pada 

bank, kemudian bank akan menggunakan dana tersebut sebagai dana 
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pihak ketiga yang akan digunakan oleh bank dalam opresionalnya 

untuk mendapatkan keuntungan. 

Terdapat imbalan yang diberikan. Bank konvensional 

menggunakan konsep biaya (cost concept) untuk menghitung 

keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan dimuka kepada nasabah  

penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Karena 

itu bank harus menjual kepada nasabah lainnya (peminjam) denan 

biaya (bunga) yang lebih tinggi. Perbedaan diantara keduanya 

disebut spread. Bank syariah menggunakan pendekatan profit 

sharing, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada 

pembiayan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut 

terbagi dua, untuk bank dan nasabah, berdasarkan perjanjian 

pembagian keuntungan di muka (biasanya terdapat dalam formulir 

pembukaan rekening yang berdasarkan mudharabah). 

Sarana kredit/pembiayaan penabung di konvensional tidak 

sadar bahwa uang ditabungkannya diputarkan kepada semua bisnis, 

tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut. Adapun dalam bank 

syariah, penyaluran dana simpanan dari masyarakat dibatasi oleh 

dua prinsip dasar, yaitu prinsip syariah dan prinsip keuntungan. 

Artinya, pembiayaan yang akan diberikan harus mengikuti kriteria-
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kriteria syariah, di samping pertimbangan-pertimbangan 

keuntungan. Misalnya, pemberian pembiayaan (kredit) harus kepada 

bisnis yang halal, tidak boleh kepada perusahaan atau bisnis yang 

memproduksi makanan dan minuman yang diharamkan, perjudian, 

ponografi, dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah. Karena 

itu, menabung di bank syariah felatif lebih aman ditinjau dari 

perspektif hukum islam karena akan mendapatkan keuntunga yang 

didapat dari bisnis yang halal. 

Terletak pada akad, pada bank syariah, semua transaksi harus 

berdasarkan akad yang dibenarkan oleh akad syariah. Pada bank 

konvensional, transaksi pembukuan rekening, baik giro, tabungan, 

maupun deposit, berdasarkan perjanjian titipan namun perjanjian 

titipan ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah 

syariah, misalnya wadiah, karena salah satu penyimpangannya 

antaranya menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap 

uang yang disetor.
63

 

Hadiah dalam Islam pemberian yang bersifat tidak mengikat. 

Dalam fatwa DSN-MUI tentang hukum hadiah dalam akad wadiah 
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ada beberapa dalil Al-Qur‟an salah satu diantaranya surat An-Nisa 

ayat 29 yang artinya hai orang yang beriman! Janganlah kalian 

memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jka 

berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian, 

ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hadiah boleh diterima oleh 

muqridh sebelum utang qardh dibayar oleh muqtaridh; akan tetapi, 

yang terbaik adalah bahwa hadiah tersebut tidak diterima oleh 

muqridh. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa 

hadiah atas qardh tidak boleh (haram) diterima oleh muqridh apabila 

hadiah diberikan oleh muqtaridh dengan harapan agar muqridh 

memperpanjang qardhnya dan muqridh diharamkan pula menerima 

hadiah atas qardh tersebut. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa 

hadiahtidak boleh diterima sebelum terjadi utang piutang atas dasar 

akad qardh. 

Dalam prakteknya pada produk TAMASA, BPR Cabang 

Carenang memberikan hadiah berupa nilai uang bukan secara tunai, 

melainkan dalam bentuk rekening tabungan. Hadiah tersebut bukan 

untuk dicairkan dalam bentuk uang melainkan digunakan sebagai 

bentuk simpanan mitra/anggota.  Bila dilihat dengan ketentuan fatwa 

pada point ketiga angka 1, “hadiah yang diberikan oleh LKS harus 
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dalam bentuk barang dan/jasa, dan tidak boleh berupa uang,” serta 

pada ketentuan fatwa point ketiga angka 2 yang berbunyi “hadiah 

promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda wujud baik 

wujud haqiqi (secara nyata) maupun wujud hukmi (secara hukum)”. 

Artinya LKS harus memberikan hadiah tanpa disertai adannya unsur 

syubhat (ketidakpastian), hadiah tersebut harus benar dan jelas 

adanya sehingga tidak memunculkan keraguan didalamnya. 

 Itu berarti hadiah yang diberikan oleh BPR Cabang 

Carenang baik secara hukum maupun riil, barang yang diberikan 

telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI. Akan tetapi menjadi 

berbeda ketika hadiah yang diberikan tersebut berupa dana tabungan 

yang nilainya tidak bisa dicairkan secara tunai. Hadiah yang 

diberikan oleh BPR Cabang Carenang notabene adalah benda-benda 

yang bersifat mubah dan halal, serta bukan merupakan bentuk yang 

diharamkan dalam Islam. Karena hadiah yang diharamkan dalam 

Islam, tentunya akan membawa dampak buruk bagi sang penerima 

hadiah itu sendiri. Maka menurut penulis, hal ini sesuai dengan 

ketentuan fatwa poin ketiga angka 3 yang menyebut bahwa hadiah 

promosi yang diberikan harus merupakan benda yang mubah dan 

halal dalam Islam.  
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Dilihat dari sumber dananya, sumber dana yang digunakan 

dalam membiayai pelaksanaan program dan pembelian hadiah ini, 

pihak BPR mengatakan bahwa pembiayaan berasal dari pengelolaan 

tabungan/simpanan mitra/anggota yang selanjutnya diotak-atik 

sehingga tetap memberikan keuntungan bagi BPR Cabang Carenang 

itu sendiri. Padahal dalam ketentuan fatwa disebutkan bahwa 

“hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang 

bersangkutan, bukan milik dari nasabah”. Oleh karena itu ada 

kemungkinan bahwa pengadaan hadiah-hadiah tersebut bukan murni 

kepemelikannya berasal dari BPR Cabang Carenang melainkan 

berasal dari percampuran dari dana nasabah dan keuntungan BPR 

Cabang Carenang. 

 Dalam ketentuan fatwa point ketiga angka 5  dinyatakan : 

“Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi‟ah, maka 

hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad 

wadi‟ah.” Sedangkan pada produk Tamasa yang menggunakan akad 

wadi‟ah yaddhamanah secara „urf  atau adat kebiasaaan yang terjadi 

di BPR Cabang Carenang, proses pengundian dan penerimaan 

hadiah diserahkan pada akhir periode per tahun. Secara otomatis, 

hadiah tersebut hanya diberikan kepada mitra/anggota yang telah 
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bergabung dengan produk Tamasa, maka secara otomatis pula 

hadiah diberikan setelah terjadinya akad wadiah. Hal ini tentu saja 

bertentangan dengan ketentuan fatwa tersebut. Sedangkan dilihat 

dari cara pemberian hadiahnya, hadiah yang diberikan BPR Cabang 

Carenang dilakukan dengan cara undian. 

 Hal ini telah sesuai dengan ketentuan fatwa yang 

mengatakan “hadiah yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang 

bersangkutan, bukan milik nasabah”. Berdasarkan hasil wawancara 

penulis dengan bapak Rohimi, beliau mengatakan bahwa 

pengawasan terhadap pemberian dan program hadiah ini sendiri 

dilakukan oleh pihak otoritas internal BPR Serang yang mana 

dipandang memiliki kemampuan, pengetahuan dan tingkat keilmuan 

yang luas tentang hukum Islam. Bila dilihat dari aspek fatwa poin 

ketiga angka 9 “pihak otoritas harus melakukan pengawasan 

terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian 

hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga kepada nasabah 

berikut operasionalnya”
64

, maka kebijakan tersebut telah sesuai 

dengan ketentuan fatwa yang ada. Namun, belum adanya Dewan 
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Pengawas Syariah yang bersifat konsisten akan menjadi kelengahan 

bagi BPR Serang apabila kebijakan tersebut belum ditetapkan dalam 

peraturan internal lembaga. Karena berdasarkan ketentuan fatwa 

pada poin ketiga angka 8 dikatakan bahwa : Kebijakan pemberian 

hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus 

diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatian 

pertimbangan Dewan Pengawas Syariah. Mengenai syarat dan 

ketentuan untuk penerima hadiah tidak ada yang diminta oleh BPR 

Serang, syarat yang diberikan hanya berupa tanda tangan sebagai 

tanda bukti penerimaan hadiah dari anggota yang telah memperoleh 

hadiah, dan namanya tercatat dalam daftar pemenang undian. Maka, 

hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa poin ketiga angka 6 yaitu : 

“LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah 

syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba. 

Tabungan tamasa berdasarkan akad wadiah ini tidak 

mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan saja, akan 

tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam 

pemberian („athaya) hadiah/bonus. Dlam pemberian hadiah/bonus di 

BPR Cabang Carenang diberikan bukan pada awal akad yang telah 

dijanjikan akan tetapi setelah si nasabah menitipkan uang/barang 
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kepada pihak bankdalam produk tabungan tamasa dan setelah 

memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh maka bank tersebut 

akan memberikan suatu hadiah/bonus yang bersifat sukarela dari 

bank tersebut. Pemberian hadiah/bonus ini dijelaskan dalam Fatwa 

DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian hadiah 

dalam akad wadiah.
65

 

Hadiah menurut fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 

tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan 

Syariah adalah suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dan 

bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS. Ketentuan hukumnya pun 

tidak mengharamkan, melainkan membolehkan LKS untuk 

menawarkan/memberikan hadiah sebagai upaya promosi produk 

dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa.  

Adapun ketentuan fatwa DSN nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 

tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan 

syariah  

Pertama: Ketentun Umum  

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:  
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16. Penghimpunan dana dalam kegiatan penghimpunan dana 

masyarakat yang dilakukan     oleh Lembaga Keuangan 

Syariah yang dapat berupa tabungan, deposito dan giro;  

17. Tabungan adalah simpanan dana masyarakat yang 

tujuannya penyimpanan kekayaan yang penarikannya 

dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah 

disepkati, yang tidak dapat dilakukan penarikan dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu;  

18. Deposito adalah simpanan dana berjangka yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan 

bank;  

19. Giro adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya 

memudahkan transaksi bisnis yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet 

giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan itu; 

20. Wadi‟ah (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang 

diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga 

dan dikembalikan ketikan diminta kembali; 
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21. Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara 

dua pihak dimana pihak pertama (shahib al-mal) 

menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak 

mudharib bertindak selaku pengelola, dan keuntungan 

usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang 

disepakati yang dituangkan dalam kontrak; 

22. Hadiah (hadiyah) adalah pemberian yang bersifat tidak 

mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada KLS;
66

 

23. Janji (wa‟d) adalah pernyataan dari satu pihak kepada 

pihak lain yang berupa kesanggupan untuk elakukan atau 

idak melakukan perbuatan tertentu dimasa yang akan 

datang; 

24. Perjanjian (akad/transaksi/kontrak) adalah pertalian antara 

ijab/penawaran dengan qobul/penerimaan menurut cara-

cara yang disyariahkan yang berpengaruh terhadap 

objeknya; 

25. Qur‟ah (undian) adalah cara menetukan pihak yang 

berhak menerima hadiah melalui media tertentu dimana 
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penentuan “pemenangnya” diyakini tanpa unsur 

keberpihakan dan di luar jangkauan; 

26. Maysir (judi) adalah setiap akad yang dilakukan dengan 

tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak 

cermat, spekulasi, atau untung-untungan; 

27. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik 

mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun 

mengenai penyerahannya; 

28. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukara 

barang-barang ribawi (alamwal al-ribawiyah) dan 

tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan 

imabalan penangguhan pembayaran secara mutlak; 

29. Akl al-mal bi al-bathil adalah pengambilan harta pihak 

lain secara tidak syah menurut syariah islam; 

30. Risywah (suap/sogok) adalah pemberian yang diberikan 

oleh sesorang /ppihak kepada orang/pihak lain (pejabat) 

dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil 

(tidak benar menurut syariah) atau membatilkan perbuatan 

yang hak. Suap/ uang pelicin/ money politic dan lain 

sebagainya dapat dikategorikan sebagai risywah apabila 
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tujuannya untuk melulskan suatu yang batil atau 

membatilkan perbuatan yang hak;  

Kedua: Ketentuan Hukum   

Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau 

memberikan hadiah dalam rangka promosi produk 

penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan 

yang terdapat dalam fatwa ini.  

Ketiga:  Ketentuan Khusus terkait Pihak yang Berjanji (wa‟id)  

10. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk 

barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang; 

11. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa 

benda yang wujud, baik wujud haqiqiy maupun wujud 

hukmiy;
67

 

12. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS hars berupa 

benda yang mubah/halal; 

13. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik 

LKS yang bersangkuutan, bukan milik nasabah; 
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14. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad 

wadiah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS 

sebelum terjadinya akad wadiah; 

15. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada 

penerima hadiah selama syaratsyarat selama praktek 

tersebut menjurus kepada praktik riba; 

16. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-

syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima 

hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah 

diterimanya; 

17. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas 

Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam  

peraturan internal LKS setelah memperhatikan 

pertimbangan Dewan Pengawas Syariah; 

18. Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap 

kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait 

pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak 

Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.  

Keempat: Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah  
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4. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam 

hal: 

d. Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi 

pejabat dari perusahaana/institusi yang penyimpan 

dana, 

e. Berpotensi praktek risywah (suap) dan/atau 

f. Menjurus kepada riba terselubung; 

5. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar 

dari qimar (maysir), gharar, riba dan al-mal bi al-bathil; 

6. Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan 

secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui 

pengundian (qur‟ah),
68

 

Praktek pemberian hadiah dilakukan dengan cara undian, dan 

akad penghimpunan dana (funding) di BPR Serang Cabang 

Carenang menggunakan akad wadiah yad-dhamanah. Pemberian 

hadiah di BPR Cabang Carenang dilakukan dengan cara undian 

(qur‟ah). Tabungan TAMASA ini diundi dalam setahun sekali yaitu 

di bulan Juli. Setiap nasabah yang mempunyai saldo rata-rata 
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Rp.100.000,- akan memperoleh 1 poin undian dan berlaku untuk 

kelipatannya. Penentuan pemenang yang berhak mendapatkan 

hadiah dilakukan dengan mekanisme undian poin. Hadiah yang 

diberikan oleh BPR Cabang Carenang kepada mitra/ anggota adalah 

dalam bentuk benda-benda bergerak seperti mobil dan barang-

barang elektronik seperti lemari es.  Bila dilihat dari fatwa DSN 

hadiah promosi yang diberikan kepada nasabah harus dalam bentuk 

barang dan/jasa, tidak boleh dalam bentuk uang, hadiah promosi 

yang diberikan oleh LKS harus berupa benda wujud baik wujud 

haqiqi (secara nyata) maupun hukmi (secara hukum) yang artinya 

LKS harus memberikan hadiah tanpa disertai adanya unsur syubhat 

(ketidakpastian), hadiah tersebut harus benar dan jelas adanya 

sehingga tidak memunculkan keraguan didalamnya. 

 Pelaksanaan tabungan wadiah pada produk tamasa praktek 

pemberian hadiahnya dalam penghimpunan dana di BPR Cabang 

Carenang yang ditinjau dengan menggunakan penerapan fatwa DSN 

tentang hadiah dalam penghimpunan dana dan lembaga keuangan 

sebagian sudah memenuhi ketentuan fatwa tersebut dalam 

pelaksanaan pemberian hadiah dalam penghimpunan dana. 


